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1. PENDAHULUAN 

1.1. Perm pnda hutan bagi urnat manusia dapat krupa manlaal ekonomi secara 
kingsung maupun fungsinya imtuk menjaga ciaya dukung lingkungan. Namun 

S 
demikiRn keberadaan setulluh manfaat dan lungsi hutan Lerleiak pida lxrdirinya 
tegakan (siandng stock). Secara ekommi nilai manfaa t lq sung  dari penebangan kayu 

I hanya memberi peran 5%-7% dari seluruh manfaat hutan (Darusmrtn, 1999; 
S i m n g ,  20003. Fungsi hutan sebagai daya dukung hgkungan justru rnemkri 
peran lebih bes-a, antara 93% - 95%. Kenyaiaan ini menunjukkan b&wa keberadaan 
hu tan bu kan hanya terkai t dengan manfaat bagi pmiiik dan/ atau pngelolany a, 
teta pi juga bagi masyardcat sekitar, wilay ah, nasional bahkan global. 

1.2 Harnpir 70% daratan di hdomsia berupa kawsan hutan negara, yang pengelolaanny a 
disehggarakan oleh pemerinlah dan pmerintah daerah. Berdasarkan manfaal, 
fungsi maupun penguasaan hutan di Indonesia tersebut, kerusakan hutan mempunyai 
implikasi sangal luas. m p a k  kerusakan hutan bagi perekonomian ha II~ a Iah hgian 
kecil dari total dampak yang sebenamya. Mengukur damp& kerusakan hutan hanya 
bagi perekonomian secara agregat, dengan demikian, clapa l menyesatkan pikira n. 
Karena besar kednya dmpak ekonomi tidak mencerminkan seIuruh dampak yang 
te jadi. 

1.3. Apabita riitelusur ke belakang, kerusakan hu tan mempunyni hubungan langswg 
dengm masatah-rnasalah penguasaannya, pel~yelenggaraan pemerintalmn, ketidak- 
adilan aiokasi m d i a  t hu tan, peran x r h  mas y arakat, efisiensi ind usiri kehu tanan, 
serla kebijakan tataniaga dan prdwgangann ya. Mengendalikan kerusakd n hulan, 
dengan demikian, buketn hany a memerlukan ragam pengetahuan tetdpj juga p r l t t  
mewujud kan lemba~a pnyelenggara kehuhan yang sanggu p rnencernzl~~ya. TeIaah 
ini menroba unhk menpksplorasi hathd tersebu i dm im plikasiny a bagi pendid ikan 
tinggi kehu tanan. 

2 DAMPAK KEliUSAKAN HUTAN 

2.1. Berkurangnya potensi kayu clan tuhrpan hutan di Indonesia bukan hanp telilh 
menurunkan peran ekonomi nasional, telapi juga telah menyebabknn bentma alam. 

t. 
Sekdar ilustmsi, Cambar Ir. menunjukkan berkurangnya htupan hutan di Riau, dan . - dalarn h a  tahun twakhir Riau telah mengalami bencana banjir di berbagai ternpal. 
Wars nasior~al hnr.ilrul dam, baik berupa longsor dan/atau hanjir serla kekeringan 
telah pula krjadi L% hampir seluruh propinsi di Indon~sia. Gambar 2. menunjukka~~ 
kenyalaan 
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I 2,2 Banpr dan longsor kini 
telah ruth dan menyebar 
di seluruh Indonesia. Da- 
lam tahun 2003 saja, te-lah 
terjadi 236 kali banjir di 
136 kabupalen dan 26 
propimi, hisamping itu 
juga tejacfi 111 kejadian 
longsor di 48 kabupatm 
dan 13 propimi. DaIam 
tahun yang sama lercabt 
78 kejadian kekeringan 
yang tersebar di 11 Pro- 
pinsi dan 36 Kabupaten 
(KLW 2004). Dalam perio- 
cle itu juga, 19 propimi 
lahan sawahnya terendam 
banjk, 263.OT1 Ha sawah 
terendarn dan gaga1 pa- 
nen, serta 66.838 Ha =- 
wah pus~.  

2.3. Fakta-fakta di atas me- 
nunjukkan belapa sumberdaya hutan yaog dikuasai negara telah dimanfaa tkan 
d&n lanpa memperhatikan daya dukungnya. Imninya, manfaat ekonomi dengdn 
mencurbankan kerusakan sumkrdaya alam d m  daya dukune lingkunpn, tidak 
didaya-gunakan unhk rneningkatkan kapasitas kelembagaan dan kestzjahleraan 
masyarakal. Masyarakat y ang . ikut-serta melakukan prusakan sumkrday a hutan 
sebagian besar karem n~enjadi bagian dari bangan-langan pelaku kebijakan ekonomi 
yang ticlak add tadi mupun kegiatan-kegiatan iltcgd, tanpa aria sua tu pilihan yang 
memungkinkan untuk memanfaa tkan sumkrdaya alam dengan cara dan 
pengetahuan lokal yang lebih bijaksana. Sewntara itu upaya-upay a yang telah 
dil&ukan unluk menrlapatkan kepastian hak bagi masyarakat Iokal a h s  hutan dan 
lahan, baik yang d i l a k h n  oleh lembaga non pemerinlah mupun okh pmerintah 
sendiri yang bekerjasama dengan negara lain, tidak men~alami kemajuan. 

2 4  Dalam 10 hhun lerakhir kerusakan hutan di lndonesia krcahl 1,8 juta per t i n ,  
namun ddam 4 tahun terakhh kerusakan hutm tersebut menjadi 3,4 jula per Lahun. 
Dari data Dephut (2004) ditunjukkan bahwa seluruh kawasan huhn neeara seluas 120, 
6 juta Ha, kini h u h  primer xluas 65,3 jula Ha (%%), hutan sekunder 29,3 jula H a  
(24%), l i b k  lagi berhutan seIuils 23,6 juta Ha (20%), sedmgkan unlu k hutan la-nilman 
seluas 23  juta Ha (2%). NRMP (2W) rneng-hitung Lotid nilai slnlrding sit& seluruh 
kawasan hutan negwa tersebul sebesar 58 juta US $. Kerusakan hutan lelah 
berpengaruh tcr hadap pnyerapan knaga kerja, pendapalztn pemerininla h dari usaha 
kehutanan, ekspor hai l  hutan, serta hilangnya jasa bagi lingkungan. 



GAMBAR 2. 
JUMLAH KEJAMAN EAMJIR D M  M O T A  TERKENA BANJtR, 2003. 
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2.5. %lama periode 10 lahun terakhir juga telah terjacli perubahan p r a n  indusiri hasil 
hutan. Tahun 19% perar; kayu lapis mas& dominan, yaih  sekitar 48% dari wluruh 
nilai ekspar hasil hutan. Namun mulai tahun 2000 peran kayu lapis telah digantikiln 
o1e.h nilai ekspr  kerlas dan Mart-hhan Jari kertas. Pemn niiai ekspor prduk- 
produk hasil hutm pacla tahun 1990 sebesar 29% (3.453 jula US$) dari sektnr i~~dustsi  
dan berkurang menjadi 14% (5.349 jula US$) di tahun 2002. Pendapatan pmerintah 
dari Dana Reba-i, PPovisi Sumberdaya H u  tan dan Iuran Hak Pengusahaan Hufan di 
tahun 1997 sebesar 682 juta US$ menutun menjadi 303 juta US$ di tahun 2002. Penda- 
patan p e r i r t k h  dari sektor kehulanan tersebut pada tahun 1997 sebesar 2,4% dari 
total pendapatm industri nasioml dilwr &yak dan gas, Etan menjadi 1 % di tahun 
20112. Tenaga kmja yang diserap dari kegialan pernbaneunan hutan tananan, hutan 
slam, pabrik kayu lapis, penggergajian, serb pulp dan kerbs  sebanyak 389.000 orang 
di tahun 1997 mmjadi 362.000 orang di tahun 2W2, 

2.6. Dengan cepahya perubahan lingkungan strategis, internal naupun eksternal, 
diperlukan refleksi kebijakan penyelenggaraan kehutanan yang diamhkan pula untuk 
menunjrnk akar ma& pkmbiulgunan kehutanan s-a ini. Daripadanya 
diharapkan dapat teridenlifikasi faktor-faktor yang menjadi pnenlu pnurunsln 
kinerja usaha kehutamn, serta dapat dirumuskan visi dan arah kebijakan pmulihan 
usaha Irehutman. 



3. REALITAS DI BALIK KERUSAKAN HUTAN 

3.1. Pengelolaan hutan negara selama ini didasarkan paria ketimpangan alakasi manfaal, 
Data DepHut tahun 2007 menunjukkan bahwa alokasi manfaat hutan negara bagi 
masyarakat yang Linggal di dalam dan di sekilar hutan hanya sekihr 1% dari Iuas 
hu tan produksi. Situasi demikian nlenjadi salah satu penyebab kuranenya dukungan 
masyarakat terhadap upaya mempertahankan kelestarian hu tan negara. Sejak hhun 
1997 di lapangan terjadi banyak ko& pengpnaan lahan, sementara itu juga 
terdapa t masalah-malasah huhunean pemerintahan leruhma antara pemerinta h pusa t 
dan daerah dalam pengelolaan huhn. 

3.2 Kondisi di lapangan heriku t menunjukkan huruknya siiuasi instiiusional 
pemerintahan yang menunjukkiin bahwa kebijakan-kebijakan teknis lidak laei mampu 
mendorone perubaham Perkama, hubungan institusional pmeritahan saal ini belum 
marnpu mewujudkan kesamaan langkah bagaimam h u h  praduksi rlikelola dan 
dikendalikan produksinya. Meskipun banyak HPH yang tidak laei hroperasi, lidak 
berarii bahwa prduksi kayu bulat dari hutan alam produksi menurun S a r a  draslis, 
karena kayu-kayu produksi HPH yang ditwrlukan oleh indusiri perkayuan 
disubstitusi darj ijin penebangan yang dilerbj tkan oleh b u p  ti-bupati, ijin pemitnfilalan 
kayu/IPK, maupun penebangan illrgal yang terjadi hampir di selwuh Indonesia. 

Secara nasional pxoduksi kay u yang dikonsumsi inil us tri perkay uan iebih dari 40% 
berasal dari ijin-ijin Bupati serta [elang dari penangkapan illegal fogging, yangmana 
kedua sumber ini sebenarny a tidak dapa t dikantrol Departemen Kehu la nan. Di 
lapangan, produksi ini dapat diambil dari kawasan hutan yane rnasih dike!lola oleh 
HPH, bahkan ctilakukan di hutan lindung maupun kawasan konservasi. 

3.3. Ktdua, usaha kehulanan telah lama krgelut  dengan ekonomi biaya Linggi yang 
terhi lung sebagai biaya transaksi sehesar 12%-19 % dari biaya total prml uksi ps n13 
(Tabel I). Disamping ilu, pungutan resmi yang dibayar juga ditambah dengan 
pungutan-pungutan yang dilakukan oleh Pemda da11 n~syarakat, sehingga 
n~engambil porsi antara 37%-46% dari Iota1 biaya produksi per no. 

'l'abel I. Biaya Prduksi dan Tramnsaksi Pengumhaan Hutan Alam, 2003 

3.4. Kcliga, implikasi d u i  ketida k-pastian kebijakan pengelolaan huldn st.rla lingginya 
b i a y ~  hansa ksi y ang hams dilanggi1n.g oleh usaha kehulanan, lela h n~cr~l;akih~lkan 



bangkrulnya usdm HPH. Dalam 
Gambar 3. ditunjukkan bahwa dari 
per ide  1998 sampai 004, judah HPH 
yane tidak beropkasi tahun rata- 
rata 35 perusahaan. N m u n  demikiy, 
kebangkrutan tersebut tidak dapat 
diliha t sebagai fenomena lima lahun Sulawesi 

beIakangan ini. Perhitunean untuk 
mengelahui produksi kayu bulat yang Kahanten 

tidak dilaprkan dari lahun 1977 
sampai tahun 1998 menunjukkan 
bahwa selama periodt? tersebut rata- 
rata produksi kayu butla1 dari HPH 
yang tidak dilaporkan seksar 128 
juta 1113 per fahull (Karlodihardjo, 
ZK12). Realilas tersebut menunjukkan 
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Gambar 3. Jumlah HPH Tidak Bwopsrasi 
R r  Tahun ('98 - '04) 

bahwa pneusnha HPH m d i r ;  juga tehh melakukan pengurasan surnberdaya hu tan 
melebihi jaiah tebanpn yang ditekapkan prneriniah cukup lama, sehingga 
menyebabkan kebmgkrutannya saa t ini. Akihat kondisi-kondisi di atas, sampai Maret 
2004, HPH/IUPHMK yang mas& aktir rnengelola hutan produksi linggal seluas 1 5 1  
juta Ha atau ~ b e s a r  26% dari seluruh hutan prorluksi HPH yang masih aklil tersebul 
b r j u d a h  185 unit atau 47% dari j d a h  W H  yany, beroperasi di bulan Mare1 1948. 

-5. Kcempat, terilapat situasi yang sungguh M a k  masuk akal, misalnya dalam 
plaksanaan kebijakan innding oleh &partemen Kehutanan dengan n~engurangi 
jatah prduksi tahunan OPT) bagj para pmegang HPH. Kebijakan ini sernula 
ditentanp, bany ak penpsaha, termasuk pernerinhh daerah dengan alasan anlam lain 
akan menamhah tingkat kelvangkutan industri perkayunn yang akan rneingkaaan 
pengangpran. Namun, fakb bicara bin, bahwa ketika JlT ditu rurdcan, realisasi 
produksi kayu j w h  lebih kecil daripada JPT tersebut crabel 2). 

'I'abcl 2 Perb,qndingan JPT dengan Kapasi tas Iridustri 

Jatah Tebang Tahunan (JPT, myth) 
- .  

Tahun 
-- - 

2002 

Apabila realisasi produksi yang ddaporkan di atas h a r ,  m k a  industri prkayuan 
hanya dapat memadaatkan kapasitas terpasanpya sebesar 9,8696 ili tahunn 2002 clan 
8,0(1% di tahun 2003. Apabila ha1 ini kenyataannya, p l i l a h  akan banyak gejolak sosial. 
Namun dernikian, gejolak sosial seperki itu Iidak ada. Maka yang dapat dikemukakan 
adalah bahwa kehijilkan t ; c ~ f l  Inldirlg tersebut Lid& berjalan, dan bahkan kontra 
pruduktif, karena dengan s~makin kecilnya jumlah kayu yane djlaprkan, semakin 
kecil pula pundapalan jwrnerinta h dari DR Jan PSDH. Kebijakan 1i:rsuhul just ru 














